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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

-

bahwa dalam rangka penyederhanaan prosedur,perubahan
kanal pengaduan dan perubahan rincian permasalahan
penanganan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen
Relation Management, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan
Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation
Management, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah
tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan
Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation
Management,

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan :

Tembusan:

gt

4. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui
Aplikasi Citizen Relation Management (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72071)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur
Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan
Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation
Management (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2019 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUEBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG NOMOR 22 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI CITIZEN RELATION
MANAGEMENT.

Pasal I

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management diubabh,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Daerah ini.

Pasal II
Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2022

a.n SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TaAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI
CITIZEN RELATION MANAGEMENT

PEDOMAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI
APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT

A. Kanal Pengaduan Resmi Pemerintah Daerah

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan penanganan pengaduan
masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Sistem Cepat Respon
Masyarakat yang terdiri dari 13 (tiga belas) kanal pengaduan resmi
Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

JAKI;

Twitter @dkijakarta;

Facebook Pemprov DKI Jakarta;

Surat Elektronik/Email dki@jakarta.go.id;

Media Sosial Pribadi Gubernur/Wakil Gubernur;

SMS 0811272206;

Pendopo Balaikota;

Kantor Inspektorat;

Kantor Walikota;

Kantor Camat;

k. Kantor Lurah;

1. Aspirasi Publik Media Massa; dan

m. LAPOR 1708.
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2. Pengaduan masyarakat yang masuk melalui Sistem Cepat Respon
Masyarakat diintegrasikan ke dalam Aplikasi Citizen Relation Management
untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Penanggung Jawab Kanal Pengaduan Resmi Pemerintah Daerah
1. Penanggung jawab kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah terbagi atas:

a. Penanggung jawab kanal pengaduan JAKI, Twitter @dkijakarta, Facebook
Pemprov DKI Jakarta, Surat Elektronik/Email dki@jakarta.go.id, Media
Sosial Pribadi Gubernur/Wakil Gubernur, SMS 0811272206, Aspirasi
Publik Media Massa dan LAPOR 1708 adalah Kepala Unit Pengelola
Jakarta Smart City;

b. Penanggung jawab kanal pengaduan Pendopo Balaikota adalah Kepala
Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;

c. Penanggung jawab kanal pengaduan Inspektorat adalah Inspektur
Provinsi DKI Jakarta;
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d. Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Walikota adalah Walikota

e. Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Camat adalah Camat; dan

f. Penanggung jawab kanal pengaduan di Kantor Lurah adalah Lurah.

2. Penanggung jawab kanal pengaduan resmi dan setiap Akun Kepala Perangkat
Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat menugaskan 1 (satu) orang
dan/atau lebih administrator sebagai pelaksana.

C. Diagram Alir Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan berbasis lokasi (geo-tagging)

JAKI (Jakarta Kini) merupakan kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah
yvang dilengkapi dengan fitur berbasis lokasi (geo-tagging) yang secara otomatis
semua pengaduan masyarakat akan langsung terintegrasi dengan Aplikasi
CRM pada Akun Kelurahan, dengan alur tindak lanjut pengaduan sebagai

berikut:

Kelurahan menerima
notifikasi dan melakukan

pengecekan
|
v -
Kewenangan Kelurahan Bukan Kewenangan
l Kelurahan
Lurah mendisposisi ke v v v
petugas terkait Kewenangan R Kewenangan
v Perangkat Daerah S s Pemerintah
BUMD
(PD) Pusat/Swasta
Pengaduan
ditindaklanjuti v - v
l Admin Kelurahan ||Admin Kelurahan Admin Ke}.usd_ S
‘ : - mengoordinasikan |[mengoordinasikan HERRLe dgtean
Verifikasi dan Validasi ke PD terkai kb ke Biro
oleh Biro Pemerintahan = Lezal AU Pemerintahan
| v v -
. . Kﬂ%aa]:rg;rf;g]kat Kepala BPRUMD PKEPal_a S;{O
Pengaduan TL Pengaduan di i k mendisposisi ke PHAGERMALED,
selesai ditolak untuk metn SPDS:L]S: e BUMD terkait kc‘mrdmam ]n?ﬁ‘
ditindaklanjuti petugas terkait pihak terkait
kembali - v E
Pengaduan Pengaduan Pengaduan
ditindaklanjuti ditindaklanjuti ditindaklanjuti

h 4

Verifikasi dan Validasi
oleh Biro Pemerintahan

|
v v

Pengaduan
selesai

TL Pengaduan

ditolak untuk

ditindaklanjuti
kembali
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2. Pengaduan tidak berbasis lokasi (non geo-tagging)

1. Kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah yang tidak dilengkapi dengan fitur
berbasis lokasi (non geo-tagging) antara lain: Twitter @dkijakarta, Facebook
Pemprov DKI Jakarta, Surat Elektronik/Email dki@jakarta.go.id, Media Sosial
Pribadi Gubernur/Wakil Gubernur, SMS 0811272206, Pendopo Balaikota,
Kantor Walikota, Kantor Camat, Kantor Lurah, Aspirasi Publik Media Massa
dan LAPOR 1908 dengan alur tindak lanjut pengaduan sebagail berikut:

Admin Kanal Pengaduan
mengklasifikasikan dan melakukan
penginputan ke Aplikasi CRM

: }
Kewenangan Bukan Kewenangan
Kecamatan/Kelurahan Kecamatan/Kelurahan
Admin Kanal Pengaduan v .
TEnerusien. ke Kewenangan Kewenangan
=
Kecamatan/Kelurahan By it Pl Kﬂ“f";ﬁ‘;}gaﬂ Pemerintah
sat/Swasta
v (PD) Pusat/S
Camat/Lurah
mendisposisi ke petugas = = Admi %
terkait Admin Kanal Admin Kanal P;llu; e,
Pengaduan Pengaduan | oo%‘ dinasil
i mengoordinasikan |mengoordinasikan gke Bliro
Pengaduan ke PD terkait ke BPBUMD I e
ditindaklanjuti SHESE TR
P b 4 b J 3
Verifiliasi dan Vialidasi Kepala Perangkat Kepala BPBUMD Kepala Biro
oleh Biroc Pemerintahan Daerin (£ 5] mendisposisi ke et
mendisposisi ke BUMD terkait koordinasi ke
| petugas terkait & pihak terkait
w h 4 # * ¢
Pengaduan || TL Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan
e ditolal antuk ditindaklanjuti ditindaklanjuti ditindaklanjuti
ditindaklanjuti | |
kembali
w

Verifikasi dan Validasi
oleh Biro Pemerintahan

[

- -
Pengaduan TL Pengaduan
selesail ditolak untuk
ditindaklanjuti
kembali
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2. Alur tindak Kanal Kantor Inspektorat sebagai berikut:

Admin Inspektorat menerima dan
melakukan penginputan ke Aplikasi CRM

!

Inspektur mendisposisi ke petugas
terkait

v

Pengaduan
ditindaklanjuti

'

Verifikasi dan Validasi
oleh Birg Pemerintahan

4 v

Pengaduan TL Pengaduan
selesai ditolak untuk
ditindaklanjuti

kembali

D. Mekanisme Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat

Mekanisme tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi
Citizen Relation Management sebagai berikut:

1.

Administrator PD/UKPD/BUMD memiliki waktu paling lama 6 (enam) jam
untuk melakukan respons dan/atau pengecekan laporan aduan dengan cara
menekan tombol ‘Proses’ dan/atau Disposisi’ untuk menindaklanjuti
pengaduan dan/atau mengoordinasikan kepada Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan
menggunakan fitur ticketing;

Dalam hal mengoordinasikan pengaduan kepada Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah melalui fitur ticketing, setiap Administrator
PD/UKPD/BUMD harus memastikan detail permasalahan pengaduan (tidak
hanya melihat kategori pengaduan tetapi juga memperhatikan foto, lokasi,
deskripsi pengaduan dan/atau berkoordinasi dengan admin penanggung
jawab kanal jika diperlukan);

. Perangkat Daerah yang mendapatkan koordinasi pengaduan dari

administrator PD /UKPD /BUMD namun dinilai bukan kewenangannya dapat
memanfaatkan fitur ticketing Pindah SKPD dan/atau Salah Koordinasi’ pada
Aplikasi Citizen Relation Management dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi
DKI Jakarta akan memutuskan Perangkat Daerah mana yang harus
menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yvang berlaku dengan
batas waktu paling lama 3 x 24 Jam;

. Kelurahan yang menerima pengaduan berbasis lokasi namun bukan berada

di wilayahnya dapat memanfaatkan fitur ticketing Pindah Kelurahan’ pada
Aplikasi Citizen Relation Management dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi
DKI Jakarta akan melakukan validasi atas ticketing dimaksud dengan batas
waktu paling lama 3 x 24 Jam;
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S. Kelurahan dan/atau Perangkat Daerah yang menerima pengaduan yang
tidak jelas (gambar dan/atau deskripsi pengaduan tidak jelas) dapat
memanfaatkan fitur ticketing Laporan Tidak Jelas’ pada Aplikasi Citizen
Relation Management dan penanggung jawab kanal akan melakukan
pengecekan kepada pelapor dengan batas waktu paling lama 1 x 24 Jam;

6. Kelurahan dan/atau Perangkat Daerah vang menerima laporan pengaduan
yvang tidak ditemukan bailk dari sisi lokasi dan/atau tidak ditemukan
keluhannya dapat memanfaatkan fitur ticketing Laporan Tidak Ditemukan’
pada Aplikasi Citizen Relation Management dan penanggung jawab kanal
akan melakukan pengecekan kepada pelapor dengan batas waktu paling lama
1 x 24 Jam;

7. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat menggunakan
fitur ‘Estimasi Waktu Selesai’ untuk memperpanjang batas waktu
penyelesaian tindak lanjut pengaduan yang disesuaikan dengan tingkat
kesulitan pengaduan dan/atau kesiapan anggaran serta sumber daya
lainnya;

8. Terhadap laporan pada fitur ticketing yang disetujui maka penilaiannya
dihitung sejak laporan masuk dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah sedangkan untuk laporan pada fitur ticketing
yvang ditolak maka penilaiannya dihitung sejak laporan pertama kali diterima
oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;

9. Pengaduan yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah akan dilakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi
lapangan sebelum dilakukan validasi oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi
DKI Jakarta dengan memperhatikan foto, lokasi dan deskripsi hasil tindak
lanjut yang disesuaikan dengan laporan pengaduan dan kriteria ketuntasan
yang telah ditentukan dengan batas waktu pelaksanaan verifikasi dan
validasi paling lama 3x24 Jam;

10. Terhadap tindak lanjut laporan pengaduan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah yang tidak sesuai, maka laporan “ditolak” dan
dikembalikan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
yang menyelesaikan laporan pengaduan tersebut, dengan perhitungan
capaian tindak lanjut dihitung sejak laporan pengaduan pertama kali
diterima oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;

11. Terhadap tindak lanjut pengaduan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah lebih dari 3 x 24 jam belum dilakukan wverifikasi dan
validasi oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta maka hasil tindak
lanjut pengaduan tersebut otomatis dinyatakan selesai melalui Aplikasi
Citizen Relation Management;

12. Terhadap tindak lanjut laporan pengaduan yang telah ditolak sebanyak 2
(kali) oleh Biro Pemerintahan akan dilaporkan setiap bulannya kepada
Inspektorat untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggungjawab Penanganan
Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM;

E. Tugas Biro Pemerintahan

1. menindaklanjuti pengaduan vang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. melakukan validasi terhadap pengaduan masyarakat yang memanfaatkan
fitur ticketing “Pindah Kelurahan dan Salah Koordinasi”;

3. mengoordinasikandan fasilitasi pengaduan masyarakat yang merupakan
kewenangan pemerintah pusat maupun swasta;
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melakukan verifikasi dan validasi pengaduan yang telah ditindakoleh
Perangkat Daerah /Unit Kerja pada Perangkat Daerah, verifikasi sebagaimana
dimaksud meliputi:

a. verifikasi administrasi vaitu melakukan validasi hasil tindak lanjut
pengaduan masyarakat dengan memperhatikan foto dan deskripsi hasil
tindak lanjut aduan disesuaikan dengan aduan berdasarakan hasil
verifikasi lapangan dan kriteria ketuntasan yang telah ditentukan; dan

b. verifikasi lapangan yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap hasil
tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tidak sesuai berdasarkan hasil
verifikasi administrasi.

. membuat rekapitulasi tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah

ditolak sebanyak 2 (dua) kali dan melaporkan kepada Inspektorat sctiap
bulannya untuk dilakukan pembinaan sesual dengan ketentuan yang
berlaku.

F. Tugas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki kewenangan untuk
mengoordinasikan/mendisposisi tindak lanjut pengaduan yang merupakan
kewenangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau perusahaan di bawah
pengelolaan BUMD Provinsi DKI Jakarta yaitu:

et e e
w N = O

b e B L

PT Pembangunan Jaya Ancol;
PT Bank DKI;

PT Jamkrida Jakarta;

PD Pasar Jaya;

PD Dharma Jaya;

PDAM Jaya;

PD Pal Jaya;

PD Pembangunan Sarana Jaya;
PT Jakarta Propertindo;

. PT Jakarta Tourisindo;

. PT MRT Jakarta;

. PT Food Station Tjipinang Jaya;
. PT Transportasi Jakarta; dan
14.

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP);

G. Ketentuan Lain-lain

1.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan penyesuaian
pada sistem Citizen Relation Management paling lama enam bulan sejak Surat
Keputusan Sekretaris Daerah ini ditetapkan.

. Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam

menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation
Management wajib untuk menjaga kerzhasian identitas dan informasi
pelapor; dan

. Dalam hal ditemukan kebocoran identitas dan informasi pelapor dalam

proses tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Petugas Perangkat
Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melakukan tindak lanjut
akan dilakukan pembinaan oleh Inspektorat dan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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H. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI CITIZEN
RELATION MANAGEMENT

1. Permohonan Pembuatan Akun CRM

" R — N Pelksana Mol b Baku
. SNTHETE KAUPT JSC Kasatpel Tim Field (MRO) TinDev Kelengkapan Wakiu output thmrang)

1 |Manerima Sumt Permotonanan Sural Permohanan sural pammohonan POAKPD yang telah Perangkal Dasmh memglimkan sural permahonan
PembuatanAkun dan Memerinkhkan PDAKPD lexdisposisi Pembuatan akun CRAM Mendisposts foan uniuk
Kepak UP Jakarta Smad City unhudk Q 3jam membuat akun Cith
s ibual aloun CHad

2 |Momerintabikan Kasatpel JSC unfuk —I- stral permahonan siFal pamolonan POAKPD yang telah Mendisposizikan stafl ol membast okon CRM
memibual akun CRM PDAKPD yarg lakih terdispesisi Kasalpel

IEnfisposisi 3jam

3 |Memckap kebuluhan pembuaten akum sural permohanan dala kelengkapan Peminatan akn CRM | Penguimgtan kebuluban lerkait pembialanakon
G dan memberikan ke Skalf PDAMPD yang telah CRM,

londisposisl Kasalpel djpm

4 |Mambuat alun CRIM komudian data kelenghepan Data Akun CRM Diskominfolik membualakun CRM, komadian
memberikanms Bl mek porkan ke Pembastan akun CRM mambarikannya kil mekporkan ke Kazatpel uniuk
Kasatpel urtuk momvaldasikan 3pm mairaldazikan Apabila "la®, Diskominfolik

mehrjuikan poses pembaatan akun ko iahap
e sclanuings. Sedanghan apabila *Tidak® akan
dikukan valdasi ulang.

5 |Mamoriksa akun CRM kemadian Dala Akun CRM Laporan data akun CRM Mehlukan pemarikeaan dan melaporkan hasiima ke
mabparkarnya ke Kepals UP /\ = Kepats UP

= N B

6 |Memvaldasi akun CRM dan Laparan dats akun CRM kit akun CRM yang lorvakdas Marrnvakdasi akun CRM dan mesmbual sural balasan
memennahioan Kasatpel urluk \\1
memberdan akun CRM kepada / 6jam
PDAKPD dan membalkas sumt

7 |Memerinthian tim uniuk mempubish dala akun GRM yang Akun GRM tdan Sum! awaban alas Terpubikasimya akun CR ke Parangkat Daemh
akun CRM kepada PDAUKPD lervaldasi Pemmobonanan Pembustan Alon

3jpm

8  |Mempubish skun CRM kepada Ak CRM dan Sural Innda lerima sualalas permohonan Terpublikasinga akun CRM ke Perangkal Daerah

PDAKPD jawaban atas pambisatan Akun CRM dan lordekumeriasi
( ) Permohonanan Jjam
Pembuatan Akun




2. Koordinasi Laporan

Pelaksana

NMutuBaku

VI Ea Keluahan PDIUKPD/UND | Biro Pemeniniahon Kelengkapan Waklu Outgud Halorangan
Menarima lapoian/ aspirasi dar Laporan/aspirasi dilerima di aplikasi Informasi alaudala laporan/aspirasi 1. selelah dilerdima laporanfaspirasi dani
masyarkaral CRM masyarakal
| I 30 Menit Status Laporan merjadi ungu
2. Kelerkaitan dengan SOP laporan
fickak jelas
Mengidentifikasi dan memverifikasi Informasi atau data laporaniaspirasi di koordinasi dan/alau tindak lanut 1. jika mampakan tupoksl kelirahan
mengkoordinasikan laporan sesuai L Aplikasi CRM laporanaspirasi akan di indak lanjuii oleh keturahan dan
dengan tupokst PD/UKPD "\ jka bukan bagian dan tupaksi kelurahan)
makan akan dikoordinaskan dengan
P4 v POILKPD lerkait
¥i 2 Keterkailan dengan SOP Pindah
fehirahan
Mararima dan mamvenfikasi laporan Laporan yang dikoordinasikan |laporanfasplrasi igrverikasi keterkaitan dengan SOP salah
yarg dikoordinasikan kelurahan L kelurahan melalui Apikasi CRM Koordinasi
6 Jam
manindaklanjul laporaniasplrasi laporanfaspiras: tervernifikasi Laparan Pemelesaian ndak brjuldl | Stats Laporan meniadi kuning
. aplkasi CRM:
= 168 jam 1. Fotn
2. Datafinformasi TL
= 3. Knileria ketunlasan yang elah
memproses Undak lanul lkporan taporanaspirasi tlenvenlkasi Laporan Paryalasaian indak lamut i | Status Laporan meniadi kuning
pengaduan Sesusl dengan Tupaksi laporan TL aplikasi CRM:
PO/UKPD ditalak 1.Foto
¢ 2 jam 2. Datafinformasi TL
3. Kriteria ketuntasan yang telah
dilelapkan
Menarima laporan' aspirasl yang lelah Laporan Pemyelesaian lindak lanjut di natifikasi hasil indak langd yang felah |1, laporan yang sudah sesuai krileria
di tindak lanjuti oleh PDIUKPD aplikasi CHM: divalidasi berdasarkan krileria kelunlasan akan di validasi {stasus
Selanutrya melakukanverifikasi dan 1. Folo ketuntasan laporan Higw)
validasi laporan untk menarima alau ’J/ 2. Datadnformasi TL 2. laporan yang bidak sesual (Stalus
manalak hasil tindaklanju ‘\ 3, Kriteria kelunlasan yang telah 72 jam Laporan meniadi merah TL ditolak)
dilatapkan
laporan TL Kelurahiin ditolak
Menerima Notfikasi "Tindak Lanjut raafifikas] hasil indak ol yang lelah |aporarfaspirasi lekh difndaklanjuti Status faporan meriad| Hijau dl apikasi
Pengaduan yang talah di verfikasi dan laporanTL divalidas! berdasarkan kritera CRM
validasi sesual dengan kritera | F ketuntasan 30 menil
ketuntasan




